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MOTTO 

“SUDUT PANDANG MELUAS, KETIKA EGO MENYEMPIT” 

Sudut Pandang : Seekor lalat terjebak di kaca. Tertahan maju, mundurpun ia tak 

bisa. Bukan karena tak ada jalan, tak ada celah, tak ada kesempatan. Namun 

karena matanya hanya terpaku kedepan. Seandainya saja si lalat mau sedikit 

mundur ke belakang, menahan ego yang menghembuskan ambisi dalam bisikan. 

Pandangannya akan meluas, hingga jalan keluar pun nampak kelihatan. Ada 

kalanya kita lah si lalat itu. Menggebu-gebuh maju, hingga lupa apa saja yang 

telah rebah kita sapu. Lupa waktu karena oleh ilusi target kita dirayu. Maka pada 

setiap saat, ada waktunya untuk mengevaluasi diri, membilang-bilang apa yang 

oleh hati ini dirasai. Melihat jikalau nurani masih utuh dan berisi. Agar sudut 

pandang tidak sempit dihimpit ambisi. Tahan Ego Maka Nampak Jalan 

Keluar.   
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ABSTRAK 

KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 

TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP DUE PROCESS OF 

LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 

Petir Dahsyat Hadi Prakoesa 

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Dalam penelitian ini yakni adanya konflik norma, dimana konflik 

kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam tahap penyidikan tindak 

pidana korupsi merupakan persoalan hukum normatif yang bersumber pada 

tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. 

Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan 

kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g 

Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik 

kewenangan; dan 2) Bagaimana tumpang tindih kewenangan penyidikan antara 

Kepolisian dan Kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip due process 

of law dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). 

 Hasil pembahasan dari dua rumusan masalah tersebut pertama bahwa 

pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi memberikan 

kewenangan kepada Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, namun, kewenangan yang berjalan secara 

paralel tersebut belum disertai batas pembagian yang jelas, sehingga berpotensi 

menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antar lembaga, serta 

ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum 

tindak pidana korupsi. Dan kedua bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan 

tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan disebabkan oleh adanya 

kewenangan yang sama-sama diberikan oleh Undang-Undang tanpa pengaturan 

pembagian kewenangan yang jelas. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik 

kewenangan, ketidakpastian hukum, serta dapat menghambat penerapan prinsip 

due process of law dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci : Kewenangan Penyidik; Kepolisian; Kejaksaan; Korupsi. 
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ABSTRACT 

THE INVESTIGATIVE AUTHORITY BETWEEN THE POLICE AND THE 

PROSECUTOR'S OFFICE REGARDING THE PRINCIPLE OF LEGAL 

CERTAINTY AND THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW IN 

ENFORCING THE LAW ON CORRUPTION CRIMES 

Petir Dahsyat Hadi Prakoesa 

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 

In this study, there is a normative conflict, where the conflict of authority 

between the Prosecutor's Office and the Police in the stage of investigating 

corruption crimes is a normative legal issue that originates from overlapping 

authority regulations in legislation. The author raises two issues, namely: 1) How 

is the arrangement of investigative authority for corruption crimes regulated 

according to Article 14 paragraph (1) letter g of Law Number 2002 on the Police 

and Article 30 paragraph (1) of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments 

to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor’s Office, which has the potential to 

cause conflicts of authority; and 2) How does the overlap of investigative 

authority between the Police and the Prosecutor’s Office affect the principle of 

legal certainty and the principle of due process in the law enforcement of 

corruption crimes. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 

case approach. 

The discussion results from these two problem formulations first show that 

the regulation of investigation authority for corruption crimes gives authority to 

both the Police and the Prosecutor's Office based on the applicable laws and 

regulations. However, this parallel authority hasn't come with clear boundaries, 

which could lead to overlapping powers, conflicts between institutions, and legal 

uncertainty that can affect the effectiveness of law enforcement corruption crime. 

And secondly, that the overlapping authority in investigating corruption crimes 

between the Police and the Prosecutor's Office is caused by both being granted 

the same authority by law without clear regulation on the division of powers. This 

has the potential to cause conflicts of authority, legal uncertainty, and can hinder 

the implementation of the principle of due process of law in the law enforcement 

process for corruption crimes. 

 

Keywords: Investigator Authority; Police; Prosecutor's Office; Corruption. 
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